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ABSTRACT 

The management of village funds in Indonesia continues to face significant challenges related to 

accountability and transparency, as highlighted by repeated findings from the Audit Board of 

Indonesia (BPK) and the Corruption Eradication Commission (KPK). This study aimed to explore 

how the integration of religious values within the agency theory framework can strengthen 

accountability mechanisms and mitigate agency conflicts in village fund management. The results 

of this systematic literature review (SLR) indicate that religious values such as honesty, 

trustworthiness (amanah), and spiritual responsibility play a critical role in reinforcing public trust 

in village governance. These values function as internalized moral standards that limit 

opportunistic behavior through self-regulation and reduce moral hazard. By embedding such 

values into the agency framework, village officials are not solely guided by formal control 

mechanisms, such as regulations, audits, and reporting systems, but also by moral accountability 

derived from religious and cultural norms. The proposed Moral Accountability Model 

conceptualizes this dual-control system, aligning formal institutional oversight with informal moral 

guidance. This model suggests that sustainable accountability is achieved not merely through 

external enforcement but also through internalized ethical awareness, which fosters holistic, 

ethical, and legitimate governance. The integration of religiosity into agency mechanisms provides 

a practical pathway to reduce agency costs and enhance governance quality, particularly in 

contexts where formal monitoring may be limited or ineffective. Furthermore, the evidence 

mapping across 22 national and international studies (2015–2025) demonstrates consistent 

support for the role of moral-religious values in improving transparency, trust, and responsible 

decision-making. These findings highlight the necessity of harmonizing formal regulatory 

frameworks with culturally embedded moral norms to achieve accountable and sustainable village 

fund management. The study contributes theoretically by extending agency theory into the moral-

religious domain and practically by offering a model that can guide policymakers and local 

governments in enhancing governance outcomes. 
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PENDAHULUAN 

Akuntabilitas keuangan merupakan fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan desa di 

Indonesia, yang berperan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan 

berorientasi pada pelayanan publik (Murib et al., 2025). Penelitian sebelumnya menunjukkan 

bahwa sebagian besar kajian mengenai pengelolaan dana desa berfokus pada aspek struktural dan 

administratif, seperti kepatuhan terhadap regulasi, perencanaan anggaran, kompetensi aparatur, 

audit, dan pelaporan keuangan (Sulistyowati & Prasetyo, 2025; Nur Arum et al., 2024). Kejelasan 

sasaran anggaran memandu aparatur dalam memahami arah penggunaan dana, sementara 

kompetensi aparatur memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan berjalan sesuai 
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ketentuan. Selain itu, praktik pengelolaan dana yang terbuka mendorong masyarakat menilai 

kinerja pemerintah desa secara lebih positif, sehingga akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai 

mekanisme administratif tetapi juga sebagai sarana membangun legitimasi dan kepercayaan publik. 

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi dana 

desa meningkat secara signifikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan 

masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan warga. Namun, praktik pengelolaan dana desa belum 

sepenuhnya sesuai dengan harapan ideal. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK, 2024) 

menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap regulasi, belanja yang tidak dapat diyakini 

kewajarannya, manipulasi bukti pertanggungjawaban, dan penyalahgunaan wewenang. Sejalan 

dengan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat lebih dari 600 kepala desa tersangkut 

kasus korupsi dana desa antara 2015–2021, yang menunjukkan pola penyimpangan sistemik, bukan 

sekadar kasus individual. Pemetaan literatur memperlihatkan dominasi fokus pada kontrol formal 

dan mekanisme administratif, sementara kajian yang menekankan dimensi etika, moral, dan religius 

masih sangat terbatas. Lemahnya integritas aparatur dan rendahnya kesadaran moral turut 

memperbesar risiko penyalahgunaan dana desa. Nilai-nilai religius, seperti amanah, kejujuran, dan 

tanggung jawab, dapat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal (moral control) yang 

memperkuat akuntabilitas. Berdasarkan kondisi tersebut, research gap yang diidentifikasi adalah 

minimnya studi yang mengintegrasikan nilai religius ke dalam teori agensi dalam konteks 

pengelolaan dana desa. Sebagian besar penelitian terdahulu menekankan kontrol formal dan 

mekanisme administratif, sementara pengaruh nilai moral dan religius sebagai pengendalian non-

formal masih jarang dianalisis. 

Penelitian ini bertujuan meninjau secara sistematis integrasi nilai religius dan teori agensi 

dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini memperluas 

cakupan teori agensi dengan memasukkan dimensi religius sebagai mekanisme pengendalian non-

formal. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi dasar bagi pembuat kebijakan, 

pemerintah desa, dan masyarakat untuk membangun mekanisme akuntabilitas yang lebih holistik 

dan berintegritas. Pertanyaan penelitian (RQ): Bagaimana pengelolaan dana desa seharusnya 

dilakukan berdasarkan teori agensi dengan mengintegrasikan nilai religius untuk memperkuat 

akuntabilitas? Pendekatan penelitian menggunakan Systematic Literature Review (SLR) terhadap 

studi relevan periode 2015–2025, memungkinkan identifikasi pola, kesenjangan, dan integrasi 

konseptual antara teori agensi dan nilai religius dalam penguatan akuntabilitas pengelolaan dana 

desa. 

STUDI LITERATUR 

Teori Agensi dalam Konteks Pengelolaan Dana Desa 

Teori agensi (agency theory) menjelaskan hubungan antara prinsipal (principal) dan agen 

(agent), di mana prinsipal memberikan mandat kepada agen untuk mengelola sumber daya atas 

nama kepentingan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks pengelolaan dana desa, 

masyarakat berperan sebagai prinsipal yang memberikan mandat kepada pemerintah desa sebagai 

agen untuk mengelola dana publik. Hubungan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan 

ketika agen bertindak berdasarkan kepentingan pribadi, bukan kepentingan publik, yang dikenal 

sebagai masalah agensi (agency problem). Konflik tersebut umumnya dipicu oleh asimetri 

informasi dan lemahnya mekanisme pengendalian (Wicaksana et al., 2019). 

Teori agensi klasik menekankan mekanisme pengendalian formal seperti kontrak, insentif 

ekonomi, dan pengawasan eksternal untuk meminimalkan konflik agensi. Namun, dalam konteks 

sosial budaya Indonesia yang ditandai oleh kuatnya nilai religius dan kolektivitas, pendekatan 

formal semata berpotensi tidak sepenuhnya efektif. Sejumlah studi mutakhir menekankan 

pentingnya integrasi dimensi moral dan spiritual ke dalam kerangka teori agensi guna membangun 

akuntabilitas yang lebih holistik dan kontekstual (Prasetio & Sabihaini, 2023; Purwanti et al., 2024). 

 

Nilai Religius dan Etika dalam Tata Kelola Publik 

Nilai-nilai religius, seperti amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran akan 

konsekuensi moral, secara luas diakui sebagai fondasi perilaku etis dalam tata kelola publik. Dalam 

konteks pengelolaan keuangan sektor publik, nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai mekanisme 

pengendalian non-formal yang dapat memperkuat akuntabilitas dan menekan perilaku oportunistik 
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aparatur (Fatmawati & Putra, 2024). 

Dalam kajian ini, nilai religius dipahami sebagai internalisasi keyakinan dan norma agama yang 

memengaruhi sikap, pengambilan keputusan, dan perilaku aparatur dalam menjalankan tanggung 

jawab publik. Religiusitas diposisikan pada level individu aparatur desa, tercermin melalui 

kesadaran moral, pengendalian diri, dan orientasi pertanggungjawaban spiritual. Akuntabilitas 

moral merujuk pada komitmen internal agen publik untuk bertindak sesuai nilai etika dan religius 

yang diyakini, melampaui kepatuhan terhadap kontrol formal. Dengan demikian, religiusitas 

berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal (moral control) dalam hubungan principal-

agen. 

Konsep spiritual accountability menekankan bahwa pertanggungjawaban aparatur publik tidak 

hanya ditujukan kepada prinsipal (masyarakat dan negara), tetapi juga kepada Tuhan sebagai 

otoritas moral tertinggi (Prasetio & Sabihaini, 2023). Internalisasi nilai religius mendorong 

terbentuknya mekanisme pengendalian diri (self-regulation), di mana individu mengawasi 

perilakunya berdasarkan kesadaran moral dan spiritual, bukan semata karena tekanan eksternal 

(Suwardjono, 2016). Dalam konteks masyarakat desa yang memiliki kedekatan sosial tinggi, nilai 

spiritual dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal yang melengkapi pengawasan formal 

(Mardiasmo, 2019). 

 

Integrasi Nilai Religius dan Teori Agensi: Moral Accountability Model 

Berdasarkan tinjauan literatur, muncul paradigma baru yang mengintegrasikan nilai moral dan 

etika religius ke dalam kerangka teori agensi, menghasilkan model konseptual yang disebut Moral 

Accountability Model. Model ini menawarkan pendekatan akuntabilitas yang tidak hanya 

mengandalkan kontrol formal (regulasi, audit, sistem pelaporan), tetapi juga mengintegrasikan 

kontrol non-formal berbasis nilai moral dan spiritual (Wahyudi et al., 2022; Dewi et al., 2024). 

Model ini beroperasi melalui beberapa tahapan kunci: (1) internalisasi nilai melalui pendidikan, 

norma sosial, dan ritual keagamaan; (2) peningkatan kepekaan moral (moral sensitivity); (3) 

terbentuknya pengendalian diri (self-regulation); (4) munculnya perilaku akuntabel; dan (5) 

peningkatan kepercayaan dan legitimasi sosial (Prasetio & Sabihaini, 2023). Dalam konteks desa 

di Indonesia, model ini dianggap lebih adaptif karena sejalan dengan karakter masyarakat yang 

religius dan mengutamakan nilai-nilai kolektivitas. 

 

Studi Empiris Terdahulu 

Berbagai penelitian empiris telah menguji peran nilai religius dalam pengelolaan dana desa. 

Rohmah & Citradewi (2025) menemukan bahwa religiusitas aparatur desa memperkuat pengaruh 

sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sementara itu, Hayati 

& Amalia (2021) menunjukkan bahwa nilai religiusitas dan moralitas secara signifikan menekan 

kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa. Ratna Sari & Muslim (2023) menegaskan bahwa 

akuntabilitas dan transparansi dalam akuntansi sektor publik tidak hanya ditentukan oleh 

kelengkapan sistem pelaporan dan kepatuhan prosedural, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai 

etika, integritas individu, dan komitmen moral aparatur dalam mengelola keuangan publik. 

Akuntabilitas moral (moral accountability) sendiri mengacu pada tanggung jawab internal 

yang dimiliki agen publik untuk bertindak sesuai nilai etika moral yang diyakini, tidak hanya 

mengikuti kontrol eksternal seperti aturan atau audit. Studi-studi terbaru dalam literatur manajemen 

dan organisasi menunjukkan bahwa aspek moral accountability sering dihubungkan dengan 

penilaian karakter moral, termasuk kejujuran, keandalan, dan tanggung jawab moral dalam perilaku 

dan keputusan (mis. sejauh mana agen siap mempertanggungjawabkan tindakannya berdasarkan 

nilai etika internal mereka). Indikator-indikator tersebut diukur melalui penilaian persepsi 

stakeholder terhadap perilaku agen, kesediaan melaporkan kesalahan tanpa paksaan eksternal, dan 

konsistensi keputusan yang mencerminkan prinsip moral dalam konteks institusionalnya. 

Prasetio & Sabihaini (2025) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak 

hanya dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban administratif dan kepatuhan terhadap ketentuan 

formal. Pertanggungjawaban keuangan juga mengandung dimensi spiritual yang mencerminkan 

kesadaran aparatur desa terhadap tanggung jawab moral serta nilai-nilai kepercayaan yang dianut. 

Pandangan ini menegaskan bahwa akuntabilitas mencakup hubungan vertikal dengan nilai-nilai 
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religius dan hubungan horizontal dengan masyarakat, sehingga pemahamannya melampaui 

mekanisme pengawasan formal semata. 

Asrori et al. (2024) menyatakan bahwa religiusitas, partisipasi masyarakat, komitmen 

organisasi, dan moralitas aparatur secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan 

anggaran desa. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa nilai-nilai religius tidak bekerja secara 

terpisah, melainkan berinteraksi dengan faktor sosial dan organisasi dalam membentuk praktik 

akuntabilitas yang lebih kuat dan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan desa.  

Religiusitas dan akuntabilitas moral merupakan konstruk empiris yang dapat diukur melalui 

indikator-indikator spesifik pada berbagai level analisis, termasuk level individu, yang relevan 

dalam memperkuat governance pengelolaan dana desa (Puspitasari & Sukhemi). Dalam konteks 

individu, religiusitas umumnya diukur melalui indikator seperti frekuensi praktik ibadah, intensitas 

keyakinan, internalisasi nilai agama dalam perilaku sehari-hari, serta pengaruh nilai spiritual 

terhadap pengambilan keputusan etis. Penelitian akademik menunjukkan bahwa tingkat religiusitas 

individu berpengaruh terhadap perilaku akuntabel dan kecenderungan untuk menghindari praktik 

fraud atau penyimpangan etis dalam konteks keuangan.Penelitian yang dilakukan oleh Rohmah & 

Citradewi (2025) menunjukkan bahwa religiusitas memiliki peran moderasi terhadap faktor-faktor 

yang memengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menggambarkan bahwa 

tingkat religiusitas aparatur dapat memperkuat tanggung jawab moral dalam praktik pengelolaan 

dana publik, khususnya dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran 

desa.  

Penelitian Wahyudi et al. (2022) memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa 

kepekaan moral (moral sensitivity) yang dipengaruhi nilai religius dapat memoderasi hubungan 

antara sistem pengendalian internal dan pencegahan kecurangan dana desa. Di sisi lain, Purwanti 

et al. (2024) memperkenalkan konsep formal-cultural accountability yang menekankan pentingnya 

integrasi antara kontrol formal dan nilai-nilai kultural-spiritual dalam menciptakan akuntabilitas 

publik yang berkelanjutan. 

Kajian-kajian tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa pendekatan yang 

mengintegrasikan dimensi moral dan spiritual dapat memperkuat efektivitas tata kelola dana desa 

di Indonesia, sekaligus mengisi celah (research gap) dalam teori agensi klasik yang cenderung 

mengabaikan aspek non-ekonomis dalam hubungan prinsipal-agen. 

 

METODE 

Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk mengkaji 

secara komprehensif integrasi nilai religius dan teori agensi dalam akuntabilitas pengelolaan dana 

desa di Indonesia. Pendekatan SLR dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan identifikasi, 

evaluasi, dan sintesis secara sistematis terhadap temuan penelitian terdahulu yang relevan, sehingga 

hasil kajian memiliki tingkat objektivitas, transparansi, dan keterulangan (replicability) yang tinggi. 

 

Data Sources & Search Strategy 

Sumber data penelitian diperoleh dari basis data ilmiah nasional dan internasional yang relevan 

dengan kajian tata kelola desa dan akuntabilitas publik, yaitu Scopus, Google Scholar, dan Garuda. 

Pemilihan basis data tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar penelitian 

mengenai dana desa, akuntabilitas publik, serta nilai religius di Indonesia dipublikasikan pada 

jurnal nasional terakreditasi. Strategi pencarian dilakukan secara sistematis dengan menggunakan 

kombinasi kata kunci utama seperti akuntabilitas dana desa, nilai religius, religiusitas aparatur, 

teori agensi, dan pengelolaan dana desa. Kata kunci dikombinasikan menggunakan operator 

Boolean AND dan OR untuk memperoleh hasil pencarian yang relevan dan terfokus. Pencarian 

literatur dibatasi pada artikel yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2015–2025 serta 

menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 

 

Screening Procedure 

Proses seleksi artikel dilakukan secara bertahap untuk memastikan kesesuaian literatur 

dengan fokus penelitian. Tahap awal dimulai dengan identifikasi seluruh artikel yang diperoleh dari 
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hasil pencarian pada basis data yang telah ditentukan. Selanjutnya dilakukan penghapusan artikel 

duplikat. Tahap berikutnya adalah penyaringan judul dan abstrak untuk menilai relevansi awal 

artikel dengan topik akuntabilitas pengelolaan dana desa, nilai religius, dan teori agensi. Artikel 

yang lolos seleksi awal kemudian dianalisis melalui penelaahan teks penuh (full-text review) 

berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan untuk 

memastikan bahwa hanya artikel yang relevan dan sesuai dengan tujuan kajian sistematis yang 

disertakan dalam analisis akhir. 

 

Quality Assessment 

Penilaian kualitas (quality assessment) dilakukan untuk memastikan bahwa artikel yang 

dianalisis memiliki kualitas metodologis yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan secara 

akademik. Setiap artikel dievaluasi berdasarkan kejelasan tujuan penelitian, kesesuaian metode 

yang digunakan, ketepatan analisis data, serta relevansi temuan terhadap topik akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. Selain itu, penilaian juga mempertimbangkan kekuatan argumentasi teoretis, 

khususnya dalam mengaitkan nilai religius dan teori agensi dengan praktik akuntabilitas publik. 

Artikel yang tidak memenuhi standar kualitas atau tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap 

fokus penelitian tidak disertakan dalam tahap sintesis. 

 

Teknik Analisis dan Sintesis Data 

Data dari artikel terpilih dianalisis menggunakan pendekatan sintesis tematik (thematic 

synthesis). Setiap artikel dikodekan berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan nilai 

religius, teori agensi, akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan mekanisme pengendalian publik. 

Hasil sintesis kemudian digunakan untuk mengidentifikasi pola temuan, kesenjangan penelitian, 

serta merumuskan model konseptual integrasi nilai religius dan teori agensi dalam akuntabilitas 

pengelolaan dana desa. Dalam menjaga sistematika dan transparansi proses peninjauan literatur, 

penelitian ini menetapkan kriteria seleksi yang meliputi aspek relevansi topik, metodologi, kualitas 

publikasi, rentang tahun, serta ketersediaan full-text. Kriteria inklusi dan eksklusi tersebut disajikan 

pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Ekslusi 

Kategori Kriteria Inklusi Kriteria Ekslusi 

Topik 

Penelitian terkait dana desa, 

akuntabilitas publik, religiusitas, 

etika publik, teori agensi 
 

Tidak membahas sektor desa atau 

tidak berkaitan dengan nilai 

religius/akuntabilitas 
 

Metodologi 
Kuantitatif, kualitatif, mixed-

methods, atau kajian konseptual 
 

Artikel opini, editorial, artikel blog 
 

Publikasi 
Jurnal nasional SINTA 2–3, 

jurnal internasional bereputasi 
 

Prosiding seminar, skripsi, tesis 
 

Rentang Tahun 2015–2025 
 

< 2015 
 

Ketersediaan Full text tersedia 
 

Full text tidak tersedia 
 

Kualitas Ilmiah Artikel melalui peer-review 
 

Tidak memiliki proses review 
 

 

Kriteria tersebut memastikan bahwa hanya artikel yang memiliki relevansi langsung dengan 

pengelolaan dana desa, teori agensi, atau nilai religius dalam konteks publik yang dimasukkan ke 

dalam analisis. Sebaliknya, artikel yang tidak melalui proses peer-review, tidak menyediakan full-

text, atau tidak terkait dengan fokus penelitian dikeluarkan dari kajian. 

Selanjutnya, tahapan untuk memperjelas tahapan seleksi literatur dan memastikan seluruh 

proses peninjauan berjalan sesuai kaidah SLR internasional, alur seleksi artikel dianalisis 

menggunakan tahapan identifikasi, screening, kelayakan, dan inklusi. Ringkasan proses tersebut 

divisualisasikan dalam Diagram Alur PRISMA pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram Alur PRISMA 

 

Untuk memperkuat transparansi proses seleksi, ringkasan kuantitatif jumlah artikel pada setiap 

tahap ditampilkan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Ringkasan Proses PRISMA 

Tahap PRISMA Jumlah Artikel Keterangan 

Identifikasi 120 
 

Artikel yang ditemukan di 

database 
 

Duplikasi dihapus 25 
 

Artikel yang sama 
 

Screening (judul dan abstrak) 95 → 63 
 

32 tidak relevan 
 

Kelayakan (full text) 63 → 36 
 

27 ditolak 
 

Akhir 22 
 

Artikel dianalisis 
 

 

Setelah proses seleksi selesai, seluruh artikel yang lolos dianalisis berdasarkan karakteristik 

metodologis, tingkat jurnal, konteks penelitian, serta tema dominan. Distribusi karakteristik 

tersebut disajikan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Distribusi Artikel Berdasarkan Karakteristik Penelitian (n = 22) 

Karakteristik Kategori Jumlah Artikel Persentase 

Metode 

Penelitian 

Kuantitatif 12 54.5% 

Kualitatif 9 40.9% 

Mixed Methods 1 4.5% 

Tingkat Jurnal 
Nasional SINTA 2-3 17 77.3% 

Internasional 5 22.7% 

Indonesia 22 100% 
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Karakteristik Kategori Jumlah Artikel Persentase 

Konteks 

Penelitian 
Negara Lain 0 0% 

Tema Utama 

Akuntabilitas Dana Desa 18 81.8% 

Nilai Religius/Moral 16 72.7% 

Moral Hazard (Teori Agensi) 12 54.5% 

 

Gambaran menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan 

dana desa dapat dilihat melalui sintesis temuan dari 22 artikel yang dianalisis. Ringkasan hasil 

tersebut disajikan pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Sintesis Temuan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan 

Dana Desa (n = 22) 

Kategori 

Faktor 
Sub-Faktor 

Jumlah 

Artikel 

Arah 

Pengaruh 
Ringkasan Temuan Utama 

Nilai Religius 

dan Moralitas 

Amanah, siddiq, 

fathanah, ihsan 
16 Positif 

Nilai religius memperkuat 

integritas aparatur desa 

Rasa takut dosa 14 Positif 

Menurunkan kecenderungan 

perilaku oportunistik dan 

fraud 

Akuntabilitas 

Struktural 

Pengendalian 

internal 
12 Positif 

Internal control lebih efektif 

apabila didukung integritas 

Transparansi 

laporan 
10 Positif 

Transparansi memperkuat 

akuntabilitas keuangan desa 

Relasi Sosial Public trust 10 Positif 

Kepercayaan publik 

mendorong legitimasi dan 

pengawasan 

 
Partisipasi 

masyarakat 
8 Positif 

Partisipasi memperkuat 

fungsi kontrol sosial atas 

dana desa 

Agensi & Moral 

Hazard 

Perilaku 

oportunistik 

agen 

12 Negatif  

Religiusitas menekan moral 

hazard dan konflik 

kepentingan 

Governance 
Good 

governance 
17 Positif 

Tata kelola formal dan nilai 

religius meningkatkan 

akuntabilitas 

 

Setelah pemetaan faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas dana desa, tahap berikutnya 

adalah melakukan analisis mendalam terhadap literatur yang telah terpilih. Proses analisis 

dilakukan melalui pendekatan content analysis dengan orientasi tematik untuk menafsirkan isi, 

makna, serta hubungan antar konsep yang muncul dalam berbagai studi. Setiap artikel kemudian 

ditelaah secara hermeneutik guna mengidentifikasi pola konseptual yang menjelaskan keterkaitan 

antara mekanisme pengendalian formal dan kontrol moral dalam konteks akuntabilitas publik di 

tingkat desa. 

Tahapan analisis meliputi proses reduksi data, pengelompokan tema, dan penyusunan sintesis 

konseptual yang menjadi dasar pengembangan Moral Accountability Model. Melalui proses ini, 

hubungan antara nilai religius, teori agensi, dan praktik akuntabilitas dapat dipetakan secara 

sistematis. 

Validitas dan keandalan hasil dijaga melalui prinsip transparansi dan replikasi dalam seluruh 

tahapan SLR. Dokumentasi proses pencarian, seleksi, dan sintesis literatur dilakukan secara 

sistematis agar hasil penelitian dapat diuji ulang oleh peneliti lain. Triangulasi konseptual dilakukan 

dengan membandingkan hasil analisis antara literatur nasional dan internasional guna mengurangi 

bias kontekstual serta memastikan keluasan perspektif terhadap integrasi teori agensi dan nilai 
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religius dalam pengelolaan dana desa. 

 

HASIL 

Berdasarkan hasil seleksi dan analisis sistematis terhadap 22 artikel yang memenuhi kriteria 

inklusi, penelitian ini mengidentifikasi tiga temuan utama terkait integrasi nilai religius dan teori 

agensi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Temuan-temuan ini menjawab pertanyaan 

penelitian mengenai bagaimana pengelolaan dana desa seharusnya dilakukan berdasarkan teori 

agensi dengan mengintegrasikan nilai religius untuk memperkuat akuntabilitas. 

Pertama, nilai religius berperan signifikan dalam memperkuat hubungan kepercayaan antara 

masyarakat (prinsipal) dan pemerintah desa (agen). Hasil sintesis menunjukkan bahwa dimensi 

religiusitas seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab spiritual berfungsi sebagai mekanisme 

kontrol moral yang mengurangi asimetri informasi dan biaya agensi (agency cost). Sebanyak 16 

artikel (72,7%) ditemukan bahwa internalisasi nilai religius meningkatkan integritas aparatur desa 

dan kepatuhan terhadap aturan pengelolaan dana. Temuan ini mengindikasikan bahwa nilai religius 

tidak hanya berfungsi sebagai norma etis individu, tetapi juga sebagai social glue yang memperkuat 

legitimasi pemerintah desa di mata masyarakat. 

Kedua, etika keagamaan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian non-formal yang efektif 

menekan moral hazard dalam pengelolaan dana desa. Sebanyak 12 artikel (54,5%) membuktikan 

bahwa nilai-nilai keagamaan seperti rasa takut akan dosa dan tanggung jawab spiritual menciptakan 

sistem self-regulation yang mengurangi perilaku oportunistik agen. Temuan ini menunjukkan 

bahwa kontrol moral berbasis nilai religius bekerja paralel dengan sistem pengawasan formal, 

bahkan dapat mengisi celah ketika pengawasan struktural lemah. Dengan demikian, integrasi etika 

keagamaan dalam kerangka teori agensi menghasilkan pendekatan pengendalian yang lebih 

komprehensif. 

Ketiga, integrasi nilai moral dan teori agensi melahirkan model konseptual baru yang 

disebut Moral Accountability Model. Model ini menawarkan kerangka akuntabilitas yang 

mengombinasikan kontrol formal (regulasi, audit, sistem pelaporan) dengan kontrol non-formal 

berbasis nilai religius dan spiritual. Dalam model ini, kesadaran moral berperan sebagai variabel 

mediasi yang menghubungkan sistem pengawasan formal dengan perilaku etis aparatur desa. 

Sebanyak 18 artikel (81,8%) menunjukkan bahwa model ini lebih adaptif dengan konteks sosial-

religius masyarakat desa di Indonesia karena mengakomodasi dimensi spiritual sebagai bagian 

integral dari tata kelola publik. 

Selain temuan utama tersebut, analisis karakteristik artikel menunjukkan bahwa seluruh 

penelitian berfokus pada konteks Indonesia. Dari sisi metodologi, 12 artikel (54,5%) menggunakan 

metode kuantitatif, 9 artikel (40,9%) menggunakan pendekatan kualitatif, dan 1 artikel (4,5%) 

menggunakan metode campuran. Dari sisi tingkat jurnal, 17 artikel (77,3%) dipublikasikan pada 

jurnal nasional terakreditasi SINTA 2–3, sedangkan 5 artikel (22,7%) terbit pada jurnal 

internasional bereputasi. 

Untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai sumber literatur yang membentuk 

temuan-temuan tersebut, Tabel 5 menyajikan daftar lengkap 22 artikel yang dianalisis beserta 

temuan utamanya. 

 

Tabel 5. Daftar Artikel yang Digunakan dalam SLR (n = 22) 

 

No 

Penulis dan 

Tahun 
Fokus Kajian Metode Temuan Utama 

1 
Rohmah & 

Citradewi (2025) 

Religiusitas dan 

Akuntabilitas Dana 

Desa 

Kuantitatif 

Religiusitas 

memperkuat 

akuntabilitas desa 

2 
Sari & Muslim 

(2023) 

Akuntabilitas dan 

Transparansi 

Akuntansi Sektor 

Publik 

Kualitatif 

Standar akuntansi dan 

etika aparatur 

memperkuat 

akuntabilitas sektor 

publik 

3 Permatasari et al. Nilai Islam dan Kualitatif Nilai Islam membentuk 
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No 

Penulis dan 

Tahun 
Fokus Kajian Metode Temuan Utama 

(2021) Governance  governance etis 

4 
Charim et al. 

(2023) 

Religiusitas dan  

Pencegahan Fraud 
Kuantitatif 

Religiusitas moderasi 

pencegahan fraud 

5 
Hayati & Amalia 

(2021) 

Religiusitas dan 

Moralitas 
Kuantitatif 

Religiusitas dan 

moralitas menekan 

potensi fraud  

6 
Usman et al. 

(2025) 

Moralitas dan Fraud 

Desa 
Kuantitatif 

Moralitas dan 

religiusitas menekan 

fraud 

7 
Wahyudi et al. 

(2022) 

Moral Sensitivity dan 

Fraud  
Kuantitatif 

Moral sensitivity 

menekan fraud  

8 
Dewi et al. 

(2024) 

Accountability 

Budaya dan Spiritual 
Kualitatif 

Budaya dan spiritual 

memperkuat 

akuntabilitas 

9 
Rosidah et al. 

(2023) 

Transparansi dan 

Akuntabilitas Publik 
Kualitatif 

Transparasi menekan 

indikasi fraud  

10 
Asrori et al.  

(2024)  

Religiusitas dan 

Akuntabilitas Desa 
Kuantitatif 

Religiusitas 

meningkatkan 

akuntabilitas 

11 
Priliandani et al. 

(2024) 

Peran Aparat dan 

Akuntabilitas Desa 
Mixed 

Peran aparat 

meningkatkan 

akuntabilitas 

12 
Mildawati et al. 

(2025) 

Kode Etik dan 

Pencegahan Fraud 
Kualitatif 

Nilai etis religiusitas 

kurangi fraud digital 

13 
Ahmar et al. 

(2024) 

Pelatihan dan Kontrol 

Internal 
Kuantitatif 

Pelatihan meningkatkan 

kontrol internal 

14 
Prasetio & 

Sabihaini (2023) 

Religiusitas dan Self-

regulation 
Kuantitatif 

Religiusitas, Self-

regulation, dan 

Akuntabilitas 

15 
Fatmawati & 

Putra (2024) 

Governance dan 

Religiusitas Desa 
Kuantitatif 

Religiusitas 

menurunkan 

kecenderungan fraud 

16 
Muliadi et al. 

(2020) 

Pelaporan Keuangan 

dan Nilai Moral 
Kualitatif 

Nilai moral 

meningkatkan ketepatan 

laporan 

17 
Purwanti et al. 

(2024) 

Akuntabilitas Formal 

dan Budaya 
Kualitatif 

Budaya memperkuat 

akuntabilitas publik 

18 
Wicaksana et al. 

(2019) 

Regulasi Desa dan 

Teori Agensi 
Kualitatif 

Kontrak agensi perkuat 

akuntabilitas desa 

19 
Mohammad et 

al. (2024) 

Tata Kelola dan 

Kinerja Keuangan 
Kuantitatif 

Tata kelola 

meningkatkan kinerja 

keuangan 

20 
Murib et al. 

(2025) 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Akuntabilitas Daerah 

Kuantitatif 

Akuntabilitas 

meningkatkan kinerja 

daerah 

21 
Kristini et al. 

(2020) 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana 

Desa 

Kualitatif 
Akuntabilitas baik, 

laporan belum optimal 

22 Fauzan (2015) 
Religiusitas dan 

Perilaku Etis 
Kuantitatif 

Religiusitas 

meningkatkan perilaku 

etis 
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Tabel 6.  Karakteristik Metode Penelitian Artikel dalam Kajian SLR  

Pengelolaan Dana Desa 

Kategori Jumlah 

Artikel 

Persentase Evidence Mapping 

Kuantitatif 12 54,5% Artikel no: 1, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 

22 

Kualitatif 9 40,9% Artikel no: 2, 3, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 21 

Mixed Methods 1 4,5% Artikel no: 11 

 

Tabel 7. Tingkat Jurnal Artikel dalam Kajian SLR 

Kategori Jumlah 

Artikel 

Persentase Evidence Mapping 

Nasional SINTA 2-3 17 77,3% Artikel no: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 

15, 16, 19, 20, 21, 22 

Internasional 5 22,7% Artikel no: 7, 8, 13, 17, 18 

 

Tabel 8. Tema Utama Artikel dalam Kajian SLR 

Tema Jumlah 

Artikel 

Persentase Evidence Mapping 

Akuntabilitas Dana 

Desa 

18 81,8% Artikel no: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 20, 21 

Nilai Religius/Moral 16 72,7% Artikel no: 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 

15, 16, 19, 20, 22 

Moral Hazard (Teori 

Agensi) 

12 54,5% Artikel no: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 

19, 20, 22 

 

PEMBAHASAN 

Integrasi nilai religius ke dalam kerangka teori agensi sebagaimana dirumuskan dalam 

Moral Accountability Model memberikan kontribusi konseptual penting dalam literatur 

akuntabilitas publik, khususnya pada konteks pengelolaan dana desa di Indonesia. Temuan 

penelitian ini memperluas asumsi teori agensi klasik yang memandang hubungan prinsipal–agen 

sebagai relasi kontraktual berbasis insentif ekonomi dan pengawasan formal (Jensen & Meckling, 

1976), dengan memasukkan dimensi moral dan religius sebagai mekanisme pengendalian non-

formal yang bersifat internal. Secara konseptual, Moral Accountability Model terdiri atas empat 

komponen utama. Pertama, kontrol formal, yang meliputi regulasi, audit, sistem pelaporan, dan 

pengawasan eksternal sebagaimana ditekankan dalam pendekatan formal accountability 

(Wicaksana et al., 2019). Kedua, internalisasi nilai religius, seperti amanah, kejujuran, dan 

tanggung jawab spiritual, yang berfungsi sebagai norma internal aparatur desa (Fatmawati & Putra, 

2024; Prasetio & Sabihaini, 2023). Ketiga, kesadaran moral (moral awareness) yang berperan 

sebagai variabel mediasi antara struktur pengawasan formal dan perilaku agen, sejalan dengan 

konsep moral sensitivity yang dikemukakan Wahyudi et al. (2022). Keempat, perilaku akuntabel 

agen, yang tercermin dalam transparansi, kepatuhan substantif, serta penurunan perilaku 

oportunistik dan moral hazard (Hayati & Amalia, 2021).  

Relasi antarkomponen dalam model ini bersifat komplementer dan kausal. Kontrol formal 

menyediakan batasan institusional, sementara nilai religius bekerja melalui mekanisme self-

regulation yang membentuk preferensi etis individu (Suwardjono, 2016). Kesadaran moral menjadi 

penghubung utama yang menjelaskan bagaimana aturan formal dan nilai religius diterjemahkan ke 

dalam praktik pengelolaan dana desa yang akuntabel. Temuan ini mendukung pandangan 

Mardiasmo (2019) bahwa akuntabilitas publik yang berkelanjutan tidak dapat bergantung pada 

pengawasan administratif semata, tetapi memerlukan pengendalian internal berbasis nilai. 

Novelty dari Moral Accountability Model terletak pada penempatan eksplisit kesadaran 

moral berbasis religiusitas sebagai mekanisme pengurang agency cost dalam kerangka teori agensi. 

Berbeda dengan paradigma formal accountability yang menitikberatkan pada kepatuhan prosedural, 
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serta konsep formal-cultural accountability yang menekankan nilai budaya kolektif (Purwanti et 

al., 2024), model ini secara spesifik menjelaskan peran nilai religius pada level individu sebagai 

variabel kausal yang menekan perilaku oportunistik agen. Dengan demikian, penelitian ini tidak 

hanya mengadopsi nilai moral sebagai konteks, tetapi mengintegrasikannya secara teoretis ke 

dalam mekanisme agensi. 

Signifikansi model terletak pada kemampuannya menjelaskan mekanisme penguatan 

akuntabilitas dalam konteks desa yang menghadapi keterbatasan pengawasan formal dan tingginya 

biaya monitoring. Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa religiusitas aparatur desa 

menurunkan kecenderungan fraud dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana desa (Asrori et 

al., 2024; Usman et al., 2025). Dengan menurunkan agency cost melalui pengendalian diri, Moral 

Accountability Model memperluas teori agensi dari pendekatan ekonomi-kontraktual menuju 

pendekatan sosio-moral yang lebih kontekstual dengan karakter masyarakat Indonesia. 

Namun demikian, model ini memiliki boundary conditions yang perlu diperhatikan. Efektivitas 

Moral Accountability Model berpotensi menurun dalam konteks desa yang menghadapi tekanan 

politik lokal yang kuat, praktik patronase dan klientelisme, serta ketika religiusitas bersifat simbolik 

dan tidak terinternalisasi dalam perilaku aparatur (Purwanti et al., 2024). Selain itu, lemahnya 

keteladanan pimpinan desa dan rendahnya kepercayaan sosial dapat menghambat fungsi kontrol 

moral. Oleh karena itu, model ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan kontrol formal, 

melainkan melengkapinya, dengan efektivitas yang sangat bergantung pada konteks sosial, politik, 

dan kelembagaan desa. 

 
Gambar 1. Diagram Moral Accountability Model 

 

  Secara keseluruhan, Moral Accountability Model berkontribusi pada pengembangan teori 

agensi dengan memasukkan dimensi moral-religius sebagai mekanisme pengendalian internal yang 

relevan secara empiris dan kontekstual. Temuan ini memperkuat argumen bahwa akuntabilitas 

pengelolaan dana desa tidak hanya merupakan persoalan kepatuhan administratif, tetapi juga 

refleksi dari kesadaran moral aparatur sebagai agen publik. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian dengan menyimpulkan bahwa pengelolaan 

dana desa di Indonesia memerlukan pendekatan akuntabilitas yang tidak hanya bertumpu pada 

mekanisme formal, tetapi juga mengintegrasikan nilai religius sebagai sumber pengendalian 

internal. Berdasarkan tinjauan sistematis terhadap 22 artikel ilmiah, ditemukan bahwa nilai religius 

berperan dalam memperkuat kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa serta menekan 

perilaku oportunistik melalui mekanisme pengendalian non-formal. Integrasi kontrol formal 

(regulasi, audit, dan sistem pelaporan) dengan internalisasi nilai religius dan kesadaran moral 
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menghasilkan kerangka konseptual Moral Accountability Model sebagai pendekatan akuntabilitas 

yang lebih kontekstual dalam tata kelola dana desa.  

Kontribusi penelitian ini bersifat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini 

memperluas teori agensi dengan memasukkan dimensi moral-religius sebagai mekanisme 

pengurang agency cost, sehingga melengkapi paradigma akuntabilitas formal dan formal-kultural 

yang telah ada. Secara praktis, temuan ini menunjukkan bahwa penguatan akuntabilitas dana desa 

perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan sistem pengawasan dan kepatuhan administratif, 

tetapi juga pada pembinaan etika aparatur desa, pelatihan berbasis nilai, serta pengembangan 

budaya organisasi yang berintegritas dan berlandaskan nilai religius yang hidup dalam masyarakat. 

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena Moral Accountability Model yang 

diusulkan belum diuji secara empiris. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk 

menguji model ini secara kuantitatif dan kualitatif di berbagai wilayah Indonesia dengan 

menggunakan pendekatan mixed methods. Selain itu, riset mendatang dapat memperluas analisis 

dengan memasukkan variabel moderator seperti budaya lokal, kepemimpinan etis, tekanan politik 

desa, serta karakteristik sosial-demografis masyarakat guna memperoleh pemahaman yang lebih 

komprehensif mengenai efektivitas akuntabilitas berbasis moral dalam konteks tata kelola dana 

desa. 
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